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MOTTO: 

 

“Entah akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita wajib 

berpendidikan tinggi karena ia akan menjadi ibu” 

(Dian Sastrowardoyo) 

 

 

“Compare yourself not with others, but with the old you” 

(Haemin Sunim: Love For Imperfect Things) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK: 

 

Kedua orang tuaku tercinta | Abang, ayuk, adik dan keponakanku tercinta | Guru-

guruku yang terhormat | Sahabat-sahabatku | Almamater yang ku banggakan 
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Tesis yang berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Beredarnya 
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hukum yang dibahas. 

Perlindungan bagi konsumen secara normatif diatur dalam Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Salah satu hak 

konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur adalah 

dengan pencantuman label kehalalan produk tersebut seperti yang terdapat dalam 

Pasal 97 ayat (3) Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, suatu 

label memuat paling sedikit informasi mengenai nama produk, daftar bahan yang 

digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi 
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lanjut dalam tesis ini. 
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ABSTRAK 

 

“Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Produk Tidak 

Bersertifikat Halal” 

 

 

Indonesia merupakan mayoritas beragama Islam, yang mana manusia sebagai 

konsumen dan produk-produk makanan yang beredar tentulah harus sesuai 

dengan apa yang telah ditentukan bahwa makanan yang beredar di Indoenesia 

wajib Halal. Oleh karena itu setiap produk yang beredar di Indonesia harus 

bersertifikat dan berlabel halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

normatif, dengan pendekatan perundangan, konseptual dan perbandingan. Dari 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa makanan halal merupakan makanan 

yang sesuai dengan syariat Islam baik dari bahan, alat dan proses pengelolaannya 

untuk menjamin perlindungan konsumen baik yang bersifat preventif maupun 

yang bersifat represif dalam penerapan pemerintah berdasarkan wewenang, tugas 

dan tujuan menurut undang-undang.  

 

Kata Kunci: Sertifikasi, Halal, Produk, Konsumen, Perlindungan Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

“Consumer Protection Against Distribution of Non-Halal Certified Products” 

 

 

 

Indonesia is predominantly Muslim, in which humans as consumers and food 

products in circulation must comply with what has been determined that food 

circulating in Indonesia must be Halal. Therefore, every product circulating in 

Indonesia must be certified and labeled as halal. This study uses normative 

research methods, with statutory, conceptual and comparative approaches. From 

the results of the study it can be concluded that halal food is food that is in 

accordance with Islamic law both in terms of ingredients, tools and management 

processes to guarantee consumer protection both preventive and repressive in the 

implementation of government based on authority, duties and objectives 

according to law. 

 

Keyword: Certification, Halal, Product, Consumer, Consumer Protection. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan dan pertumbuhan kebutuhan masyarakat akan suatu 

barang dan jasa dari taun ke tahun kian meningkat, baik kebutuhan material 

maupun kebutuhan pokok seperti: sandang (pakaian), pangan (makanan), dan 

papan (perumahan) yang layak. Di Indonesia terdapat berbagai macam industri 

terkait dengan barang dan jasa, baik industri besar maupun industri kecil.  

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa memberikan 

dampak positif, salah satunya adalah para pelaku usaha selalu berusaha 

memenuhi ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen dan selalu 

berinovasi terhadap barang dan jasa yang ditawarkannya, sehingga ketersediaan 

barang dan jasa tercukupi, mutu barang dan jasa baik, serta alternatif pilihan 

konsumen menjadi beragam.1 Salah satu produk yang sering digunakan atau 

dikonsumsi oleh masyarakat adalah produk makanan kemasan, pemerintah 

dengan mengingat pentingnya produk mkanan kemasan yang halal tersebut telah 

memberlakukan bebagai peraturan perundang-undangan terkait dengan keharusan 

mencantumkan label halal pada produk makanan kemasan.  

 Produsen atau pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya 

memberikan informasi yang jelas terhadap produk yang dipasarkannya. Salah 

satunya dengan pemakian label atau sertifikat kehalalan menganai suatu produk, 

karena sebagian besar konsumen di Indonesia adalah muslim atau mayoritas 

menganut agama 

                                                                 
1 Yusuf Sofie, 2007, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jakarta: 

Ghalia Indonesia, hlm. 2. 
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Islam yang melarang penganutnya untuk mengkonsumsi makanan yang dilarang 

(haram).  

 Sama seperti penganut agama Hindu yang melarang penganutnya 

mengkonsumsi daging sapi. Jadi, pencantuman atau pemberian informasi 

terhadap suatu produk itu menjadi penting terutama pada pemberian label halal. 

Oleh karena itu, terkait dengan kehalalan suatu produk, UU Perlindungan 

Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa pelaku usaha 

dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan baran dan/atau jasa yang 

tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 

“halal” ( لحَلاَ ) yang dicantumkan dalam label. 

 Konsep halal ( لحَلاَ ) dalam syariat islam secara bahasa berarti 

diperbolehkan, sedangkan secara istilah halal berarti sesuatu yang diperbolehkan 

oleh syariat islam untuk dilakukan, dikonsumsi, digunakan, atau diusahakan, 

karena telah teruji tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang 

membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan 

hasil proses atau muamalah yang dilarang.2 

 Umat islam diwajibkan mengkonsumsi makanan halal, bukan makanan 

yang diharamkan atau najis, yang mana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat An-

Nahl ayat 114, Allah SWT berfirman: 

ِ إنِ كُنتمُْ إِيهاهُ تعَْبدُُونَ  لًا طَي بِاا وَٱشْكُرُوا۟ نعِْمَ تَ ٱللَّه ُ حَلََٰ ا رَزَقكَُمُ ٱللَّه  فكَُلوُا۟ مِمه

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah 

diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika 

kamu hanya menyembah kepada-Nya.” 

 

 

 

                                                                 
2 Wahid Amadi dkk, 2003, Halal Haram dalam Islam, Solo: Era Intermedia. Hlm. 24. 
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Al- Qur’an Surah Al Maidah ayat 88, Allah SWT berfirman: 

َ  ٱله ذِىٓ أنَتمُ بهِۦِ مُؤْمِنوُنَ  لًا طَي بِاا ۚ وَٱتهقوُا۟ ٱللَّه ُ حَلََٰ ا رَزَقكَُمُ ٱللَّه  وَكُلوُا۟ مِمه
 

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah 

Allah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu 

beriman kepadanya.” 

 

Halal bagi umat islam merupakan syariat yang wajib dijalankan, yang mana 

ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah SWT berfirman: 

بيِن   نِ ۚ إِنَّهُۥ لكَُمْ عَدوٌُّ مُّ
تِ ٱلشَّيْطََٰ َّبعِوُا۟ خُطُوََٰ لًا طَي بِاا وَ لََ تتَ ا فىِ ٱلْْرَْضِ حَلََٰ َٰٓأيَُّهَا ٱلنَّاسُ كُلوُا۟ مِمَّ  يََٰ

“Wahai manusia! makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

syaitan. karena sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu.” 

 

 Secara mendasar, kebutuhan konsumen akan barang dan jasa dari 

produsen juga memerlukan perlindungan hukum yang sifatnya universal, 

mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan 

kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal.3 

 Perlindungan terhadap konsumen ini dipandang secara meteriil maupun 

formal makin terasa sangat penting, mengingat pula makin majunya ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas 

dan efisensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka 

mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal 

tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung, maka konsumenlah 

yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.4 

                                                                 
3 Amirsyah Tambunan, Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999, Jurnal 

Halal, No. 101, Th. XVI, LPPOM MUI, 2014, hlm. 12. 
4 Happy Susanto, 2008, Hak-hak Konsumen Jika dirugikan, Jakarta: Visiamedia. Hlm. 39. 
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Perlindungan bagi konsumen secara normatif diatur dalam Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ketentuan Pasal 

4 UUPK menetapkan sembilan hak konsumen, antara lain: 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang 

dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan jasa; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan 

jasa yang digunakan; 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara 

patut; 

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif; 

8. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi atau 

penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.” 

 

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa 

masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang 

paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan jasa yang 

penggunaanya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman dan 

membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam 

masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan jasa dalam 

penggunaanya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen 

penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan jasa 

yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas 

dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk 
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didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi 

sampai ganti rugi.5 

Salah satu hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan 

jujur adalah dengan pencantuman label kehalalan produk tersebut seperti yang 

terdapat dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 Tentang 

Pangan, suatu label memuat paling sedikit informasi mengenai nama produk, 

daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak 

yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan 

kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa, nomor izin edar bagi 

pangan olahan, dan asal usul bahan pangan. 

Ketentuan pada bagian Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 

7 Tahun 1996 Tentang Pangan (UU Pangan) mengatur mengenai tujuan pelabelan 

pangan. Bahwa tujuan pemberian label pada pangan yang dikemas adalah agar 

masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi pangan memperoleh 

informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang di kemas, baik 

menyangkut asal, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang 

diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi pangan 

tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses 

pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (pre packaged), tetapi tidak 

berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli. 

Pada tanggal 17 Oktober 2014, pemerintah mengesahkan Undang-undang 

Nomor 33 tahub 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang diharapkan 

dapat menjadi dasar yang semakin menguatkan pelaksanaan sertifikasi halal, 

                                                                 
5 Abdul Halim Barkatullah, 2010, Hak-hak Konsumen, Bandung: Nusa Media, hlm. 34. 



 

 

6 

sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen muslim 

mengenai makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Selain memuat aturan mengenai 

pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk 

melakukan pengawasan terhadap makanan yang tidak bersertifikat halal, UUJPH 

juga memuat mengenai kewajiban melakukan sertifikasi halal untuk setiap 

produsen yang akan memasarkan produknya di wilayah Indonesia. Jaminan 

penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, 

keamanan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam 

mengkonsumsi dan menggunakan produk.6 

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 10, dan angka 6 UUJPH, 

maka produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia 

wajib bersertifikat halal. Jadi, pada dasarnya apabila produk yang dijual tersebut 

adalah halal, maka wajib bersertifikat halal yang mana sertifikat tersebut 

dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh 

Majelis Ulama Islam (MUI). 

Salah satu lembaga khusus yang berada di bawah naungan Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) berkaitan dengan sertifikasi halal adalah Lembaga Pengkajian 

Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). 

LPPOM-MUI merupakan lembaga yang berperan untuk meneliti, mengkaji, 

menganalisa, dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan, obat- obatan, 

kosmetika apakah aman untuk dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan 

kehalalannya. Sebagai lembaga otonom MUI, LPPOM-MUI tidak bekerja 

sendiri. Dalam hal pihak yang berwenang yang mengeluarkan sertifikat halal 

                                                                 
6 Muthia Sakti, dkk., Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan yang Tidak 

Bersertifikat Halal, Jurnal Yuridis, Vol. 2 No. 1, 2015, Magister Ilmu Hukum Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hlm. 64. 
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adalah BPJPH berdasarkan ketentuan UU Jaminan Produk Halal walaupun saat 

ini secara teknis sertifikasi masih dilaksanakan oleh LPPOM-MUI.7 

Salah satu contoh kasus produk makanan yang tidak bersertifikat halal adalah 

saat MUI berkoordinasi dan meminta aparat penegak hukum untuk mengusut 

tuntas beredarnya empat produk mi instan asal Korea yang positif megandung 

fragmen DNA spesifik babi. Keempat produk mengandung babi itu yakni 

Samyang dengan nama produk U-Dong, Nongshim dengan nama produk Shin 

Ramyun Black, Samyang dengan nama produk Mie Instan Rasa Kimchi, dan 

Ottogi dengan produk Yeul Ramen. MUI memastikan empat produk mi instan 

dari Korea tersebut belum memiliki sertifikasi halal dari LPPOM-MUI.8 

konsumen di masa kini dengan cepat dapat menentukan pilihan sebelum 

membeli produk atau mengkonsumsi produk pangan. Di sisi lain, tanpa adanya 

informasi yang jelas kecurangan-kecurangan dapat terjadi.9 

Banyak produk makanan dengan pelabelan lengkap, tetapi pesan informasi 

tidak sampai ke konsumen, karena menggunakan bahasa yang tidak dipahami 

konsumen. Akhir-akhir ini, di pasaran dengan mudah ditemukan produk impor 

dengan menggunakan bahasa negara asal produk tersebut, seperti Cina dan 

Jepang.10 

                                                                 
7 Amirsyah Tambunan, Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999, Jurnal 

Halal, No. 101, Th. XVI, LPPOM MUI, 2014, hlm. 12. 
8 Zainut Tauhid (Wakil Ketua Umum MUI), 2017, “MUI Minta Polisi Usut Kasus Mi 

Samyang Mengandung Babi”, dikutip pada laman website :  https.// nasional.kompas.com/ 

read/2017. 06/19/1204 2841/mui.minta.polisi.usut.kasus.mi.samyang.mengandung.babi, diakses 

pada tanggal 15 September 2019.  
9 Yusif Shofie, 2000, Perlindungan Konsumen dan Instrumen0instrumen Hukumnya, 

Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15. 
10 Sudaryatmo, 1999, Hukum dan Adovokasi Konsumen, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 
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Dalam kasus-kasus perlindungan konsumen ada beberapa hal yang perlu 

dicermati, yakni : 

1. Perbuatan pelaku usaha baik sengaja maupun karena 

kelalaiannya dan mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak 

serius dan meluas. Akibatnya kerugian yang diderita konsumen 

massal (massive effect) karena menimpa apa saja dan siapa saja, 

2. Dampak yang ditimbulkan juga bisa bersifat seketika (rapidy 

effect), sebagai contoh konsumen yang dirugikan (dari 

mengkonsumsi produk) bisa pingsan, sakit atau bahkan 

meninggal dunia. Ada juga yang ditimbulkan baru terasa 

beberapa waktu kemudian (hidden defect), contoh paling nyata 

dari dampak ini adalah maraknya penggunaan bahan pengawet 

dan pewarna makanan dalam sejumlah produk yang bisa 

mengakibatkan kanker di kemudian hari, 

3. Kalangan yang menjadi korban adalah masyarakat bawah. 

Karena tidak punya pilihan lain, masyarakat ini terpaksa 

mengkonsumsi barang dan jasa yang hanya semampunya 

didapat, dengan standar kualitas dan kemanan yang sangat 

minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat 

dengan bahaya-bahaya yang bisa mengancam kesehatan dirinya 

kapan saja.11 

Kerugian yang dirasakan oleh konsumen muslim sebagai akibat yang 

ditimbulkan dari produsen makanan yang tidak mencantumkan lebel halal pada 

                                                                 
11 N.H.T. Siahaan, 2005, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab 

Produk, Bogor: Panta Reir, hlm. 11. 
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produknya adalah keresahan dalam mengkonsumsi makanan yang dijual 

tersebut yang tidak sesuai dengan syariat islam serta hak-hak konsumen yang 

tidak dipenuhi oleh produsen mengakibatkan keadilan bagi konsumen tidak 

terpenuhi berdasarkan dari ketentuan undang-undang dalam hal ini UUPK dan 

UUJPH. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Perlindungan 

Konsumen terhadap Beredarnya Makanan tidak Bersertifikat Halal”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1) Apa kriteri/ dasar dari proses sertifikasi halal atas produk makanan sebagai 

upaya perlindungan terhadap konsumen menurut UU Nomor 33 Tahun 

2014 Tentang Jaminan Produk Halal? 

2) Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan 

yang tidak bersertifikat halal? 

3) Bagaimana peran pemerintah (BPJPH) dan instansi terkait (LPPOM-MUI) 

dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya produk makanan yang 

tidak bersertifikat halal? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
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berikut:  

1. Untuk menganalisis bentuk/ kriteria proses sertifikasi halal terhadap 

produk makanan sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen menurut 

UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;  

2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran 

makanan yang tidak bersertifikat halal; dan  

3. Untuk Menganalisi peran pemerintah (BPJPH) dan instansi terkait 

(LPPOM-MUI) dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya 

produk makanan yang tidak bersertifikat halal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik 

secara teoritis maupun praktis, antara lain :  

1. Manfaat teoritis/ akademis, antara lain : 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis, yaitu:  

a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum  

terutama yang mengkaji sertifikasi halal atas produk makanan sebagai 

upaya perlindungan hukum terhadap konsumen;  

b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas 

Sriwijaya Palembang; dan 

c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya 

yang akan membahas materi kajian yang sama. 
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2. Manfaat Praktis, antara lain: 

Penelitian ini diharapkan diharapkan bermanfaat secara praktis bagi 

pihak-pihak yang terlibat dalam sertifikasi halal produk makanan, yaitu: 

a. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, agar temuan dalam 

penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, 

menambah, atau memperkuat implementasi undang-undang atau 

peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah 

ada terkait sertifikasi halal atas produk makanan sebagai upaya 

perlindungan hukum terhadap konsumen. 

b. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama 

Majelis Ulama Indonesia (MUI), agar temuan dalam penelitian ini 

bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi bersama para 

ulama dan cendikiawan muslim terkait bentuk pemeriksaan dan 

pengujian kehalalan produk serta pengawasan bagi pelaku usaha yang 

bertindak sebagai produsen dan distributor produk makanan. 

c. Bagi pelaku usaha, sebagai pedoman dalam rangka senantiasa 

berkomitmen dalam prosedur hukum yang terkait dengan sertifikasi 

halal produk  makanan demi perlindungan konsumen muslin 

khususnya selain menghindari  kerugian berupa akibat hukum 

secara perdata atau pidana yang disebabkan kelalaian pelaku usaha 

yang tidak atau belum memiliki sertifikasi halal pada produk 

makanannya. 
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d. Bagi masyarakat  selaku konsumen, sebagai pedoman dalam rangka 

ikut  berperan serta dalam penegakan hukum yang melindungi 

kepentingan  konsumen atas kegiatan jual beli dan konsumsi produk 

makanan, serta melakukan pengawasan terhadap produk 

makanan yang belum atau tidak  bersertifikat halal. 

 

E. Kerangka Teori 

 Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap 

relevan oleh peneliti.12 

 Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di 

atas adalah: 

1. Grand Theory 

 Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan yang 

mengfokuskan ke teori keadilan islam. Keadilan dalam hukum Islam 

selalu diidentikkan dengan aspek ketuhanan, yaitu dalam hubungan antara 

manusia dengan Tuhan dan antara manusia dalam perspektif wahyu. Ibnu Al-

Qayyim membagi keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan oleh 

kekuasaan politik (siyasah) menjadi dua, yaitu adil dan zalim. Keputusan yang 

adil adalah syariah. Ibnu al-Qayyim menolak pembedaan antara siyasah dan 

syariah, melainkan mengajukan cara pembedaan lain, yaitu adil dan zalim. 

                                                                 
12 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 53. 
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Adil adalah syariah, sedangkan zalim adalah antithesis terhadap syariah. 

Pandangan Ibnu Al-Qayyim dapat dipahami dalam latar belakang jurisprudensi 

Islam.13 

 Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. 

Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-„Adlu) yang harus dicontoh oleh 

hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita 

luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan 

berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak 

ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan.14 

 Kealdilaln didefinisikaln dallalm sudut palndalng teologis, dimalnal hubungaln 

Tuhaln dengaln malnusial bersifalt vertikall, yalitu sebalgalimalnal hubungaln alntalra l 

halmbal dengaln Tuhaln/ maljikaln. Menurut Juhalya l S.Praljal, dallalm Islalm perintalh 

berlalku aldil ditujukaln kepaldal setialp oralng talnpal palndalng bulu. Perkaltalaln yalng 

benalr halrus disalmpalikaln alpal aldalnyal wallalupun perkaltalaln itu alkaln merugikaln 

keralbalt sendiri. Kehalrusaln berlalku aldil pun halrus ditegalkkaln dallalm kelualrga l 

daln malsya lralkalt muslim itu sendiri, balhkaln kepaldal oralng kalfir pun umalt islalm 

diperintalhkaln berlalku aldil. Untuk kealdilaln sosiall halrus ditegalkkaln talnpa l 

membedalkaln kalrenal kalyal miskin, pejalbalt altalu ralkyalt jelaltal, walnital altalu prial, 

merekal halrus diperlalkukaln salmal daln mendalpalt kesempaltaln yalng salmal.15 

 kalrenal Islalm menghendalki algalr setialp oralng menikmalti halk-halknyal 

sebalgali malnusial dengaln memperoleh pemenuhaln kebutuhaln-kebutuhaln 

                                                                 
13 bnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Pustaka Pelajar, 2006, hlm.121. 
14 Lihat dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, 

surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat 

al-A‟raf ayat96 
15 Sayyid Qutb, “Keadilan Sosial dalam Islam”, dalam John J. Donohue dan John L. 

Esposito, Islam dan Pembaharuan, Terj. Machnun Husein, CV Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 224. 
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dalsalrnyal yalkni terjalminnya l keselalmaltaln algalmalnyal, keselalmaltaln dirinyal (jiwal, 

ralgal, daln kehormaltalnnyal), keselalmaltaln alkallnyal, keselalmaltaln halrtal bendalnya l, 

daln keselalmaltaln nalsalb keturunalnnya l. Salralnal pokok ya lng menjalmin 

terlalksalnalnya l hall-hall tersebut aldallalh tegalknyal kealdilaln (all-„aldl) di dallalm 

taltalnaln kehidupaln malsyalralkalt.16 Islalm merupalkaln algalmal ya lng menjunjung 

tinggi nilali-nilali etikal daln morall tersebut, termalsuk dallalm malsallalh 

perdalgalngaln dallalm hall ini aldallalh penjuallaln produk malkalnaln. Islalm mengaltur 

perilalku malnusial dallalm memenuhi kebutuhalnnyal, Islalm mengaltur balgalimalna l 

malnusial dalpalt melalkukaln kegialtaln-kegialtaln dallalm bisnis ya lng membalwa l 

malnusial bergunal balgi kemalslalhaltaln. Berdalsalrkaln hall itu, Islalm turut 

memberikaln jallaln balgi malnusial untuk melalkukaln berbalgali improvisalsi daln 

inovalsi melallui sistem daln teknik dallalm perdalgalngaln dengaln mengutalmalkaln 

kejujuraln daln keterbukalaln alntalral konsumen daln pelalku usalhal demi mencalpa li 

kealdilaln. 

 Kealdilaln sebalgalimalnal yalng didefinisikaln oleh palral ulalmal fiqh daln palral 

mufalssir aldallalh melalksalnalkaln hukum Tuhaln, malnusial menghukum sesuali 

dengaln syalrialt algalmal sebalgalimalnal diwalhyukaln Alllalh kepaldal nalbi-nalbi-Nya l 

daln ralsul-ralsul-Nyal. Kalrenal itu, mengerjalkaln kealdilaln beralrti melalksalnalkaln 

kealdilaln yalng diperintalhkaln oleh Alllalh SWT.17 

 Universallisme kealdilaln Islalm jugal terpalteri dallalm calkupalnnya l, yalng 

meliputi seluruh sisi kehidupaln. Malnusial, dituntut aldil tidalk saljal dallalm 

berinteralksi dengaln sesalmal malnusial, talpi yalng lebih penting aldallalh aldil dallalm 

                                                                 
16 Didin Hafidhuddin, Agar Layar Tetap Terkembang: Upaya Menyelamatkan Umat, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 249 
17 168Muhammad Dhiaduddin Rais, Teori Politik Islam, Op. Cit., h. 268 
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berinteralksi dengaln Khalliq-nya l daln dirinyal sendiri, sertal malkhluk lalin. 

Kegalgallaln berlalku aldil kepaldal sallalh saltu sisi kehidupalnnya l, halnyal membuka l 

jallaln luals balgi kesewenalng-wenalngaln kepaldal alspek kehidupalnnyal yalng lalin. 

Ketidalkaldilaln dallalm berinteralksi dengaln Salng Khalliq, misallnyal, justru 

menjaldi sumber segallal bencalnal kehidupaln.18  

 Kehidupaln malnusial dilengkalpi tigal kebutuhaln dalsalr yalng tidalk 

terpisalhkaln, yalitu kebutuhaln malteriall, spirituall, daln intelektuall. Ketigal 

kebutuhaln tersebut mutlalk terpenuhi paldal kaldalr ya lng telalh ditentukaln. 

Memenuhi kebutuhaln fisik dengaln menelalntalrkaln keperlualn spirituall alkaln 

melalhirkaln sosok ya lng kualt nalmun lialr, seperti kudal lialr ya lng alkaln menerjalng 

ke kiri-kalnaln talnpal alturaln. Seballiknyal, memenuhi kebutuhaln spirituall dengaln 

menelalntalrkaln haljalt malteriall, jugal melalhirkaln sosok yalng salleh nalmun lemalh. 

Kekualtalaln intelektuall semaltal jugal melalhirkaln kelicikaln yalng halnya l 

membalhalyalkaln diri daln malnusial di sekitalrnyal.19 

 Kealdilaln Islalm bersifalt komprehensif ya lng meralngkumi kealdilaln 

ekonomi, sosiall, daln politik. Alsals kealdilaln dallalm Islalm merupalkaln pola l 

kehidupaln yalng memperlihaltkaln kalsih salya lng, tolong menolong daln ralsa l 

talnggungjalwalb, bukalnnya l beralsalskaln sistem sosiall ya lng salling berkonflik 

alntalral saltu kelals dengaln kelals yalng lalin. Malnusial senalntialsal mempunyali 

kecenderungaln untuk mementingkaln diri sendiri alkibalt dipengalruhi oleh halwa l 

nalfsu sehinggal tidalk berlalku aldil kepaldal oralng lalin. Oleh itu, usalhal untuk 

mewujudkaln kealdilaln sosiall dallalm Islalm bukaln halnya l dengaln menumpukkaln 

perhaltialn terhaldalp undalngundalng daln peralturaln saljal, tetalpi halrus melallui 

                                                                 
18 0M. Syamsi Ali, 2007, Dai Muda di New York City, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 272 
19 Ibid, hlm. 274. 
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proses pendisiplinaln nalfsu diri.20 Berdalsalrkaln uralialn tersebut teori kealdilaln 

dallalm Islalm digunalkaln untuk meneralpkaln kealdilaln balgi umalt Islalm denga ln 

berlalndalskaln ketetalpaln Alllalh SWT yalng terdalpalt dallalm All-Qur’aln daln 

Haldist-haldist Nalbi untuk menjalwalb alpal ya lng menjaldi kriterial daln dalsalr dallalm 

proses sertifikalsi hallall produk malkalnaln dallalm upalya l perlindungaln konsumen.  

2. Middle Theory 

 Middle theory dallalm penelitialn tesis ini aldallalh teori perlindungaln 

konsumen, menurut Saltjipto Ralhalrdjo, perlindungaln hukum aldallalh 

memberikaln pengalyomaln terhaldalp halk alsalsi malnusial (HAlM) yalng dirugikaln 

oralng lalin daln perlindungaln itu diberikaln kepaldal malsya lralkalt algalr dalpalt 

menikmalti semual halk-halk yalng diberikaln oleh hukum.21 Selalnjutnyal menurut 

Phillipus M. Haldjon balhwal perlindungaln hukum balgi ralkyalt sebalgali tindalkaln 

pemerintalh yalng bersifalt preventif daln resprensif. Perlindungaln hukum yalng 

preventif bertujualn untuk mencegalh terjaldinyal sengketal, ya lng mengalralhkaln 

tindalkaln pemerintalh bersikalp halti-halti dallalm pengalmbilaln keputusaln 

berdalsalrkaln diskresi daln perlindungaln yalng resprensif bertujualn untuk 

mencegalh terjaldinyal sengketal, termalsuk penalngalnalnnyal di lembalga l 

peraldilaln.22  

Dalri uralialn di altals memberikaln pemalhalmaln balhwal perlindungaln hukum 

konsumen merupalkaln galmbalraln dalri bekerjalnyal fungsi hukum untuk 

mewujudkaln tujualn-tujualn hukum aldallalh sualtu perlindungaln ya lng diberikaln 

                                                                 
20 Antony Black, 2006, Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini, 

diterjemahkan dari The History of Islamic Political Thought: From The Prophet to the Present, 

Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, hlm. 208 
21 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT.  Citra Aditya Bakti, hlm. 69. 
22 Ibid, hlm. 54. 
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kepaldal konsumen sesuali dengaln alturaln hukum, balik itu yalng bersifalt preventif 

malupun ya lng bersifalt represif. 

1. Perlindungaln Hukum Konsumen ya lng Bersifalt Preventif 

Perlindungaln Konsumen aldallalh hall yalng salngalt perlu untuk di lalkukaln 

kalrenal berkalitaln dengaln upalyal mensejalhteralhkaln malsyalralkalt dallalm kalitaln 

dengaln semalkin berkembalngnya l tralnsalksi perdalgalngaln paldal zalmaln modern 

ini.23 Perlindungaln hukum konsumen ya lng bersifalt preventif bertujualn untuk 

mencegalh altalu upalya l pemerintalh sebelum terjaldinyal pelalnggalraln. Hall ini 

terdalpalt dallalm peralturaln perundalng-undalngaln dengaln malksud memberikaln 

ralmbu-ralmbu daln baltalsaln-baltalsaln kepaldal pelalku usalhal dallalm melalkukaln 

sualtu kewaljibaln. Seperti yalng tertualng dallalm Palsall 1 alngkal (1) Undalng-

Undalng Nomor 8 Talhun 1999 Tentalng Perlindungaln Konsumen menya ltalkaln 

perlindungaln konsumen aldallalh segallal upalyal menjalmin kepalstialn hukum untuk 

memberi perlindungaln hukum kepaldal konsumen. 

Pemalhalmaln balhwal perlindungaln konsumen mempersoallkaln perlindungaln 

(hukum) ya lng diberikaln kepaldal konsumen dallalm usalhalnya l untuk memperoleh 

balralng daln jalsal dalri kemungkinaln timbulya l kerugialn kalrenal penggunalalnnya l 

malkal hukum perlindungaln konsumen dalpalt dikaltalkaln sebalgali hukum ya lng 

mengaltur tentalng pemberialn perlindungaln kepaldal konsumen dallalm ralngka l 

pemenuhaln kebutuhalnnya l sebalgali konsumen. Dengaln demikialn hukum 

perlindungaln konsumen mengaltur halk daln kewaljibaln konsumen, sertal calral-

                                                                 
23 M. Sadar, Moh. Taufik Makarai, Habloel Mawadi, 2012, Hukum Perlindungan Konsumen 

di Indonesia, Jakarta, Akademia, hlm. 1. 
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calral mempertalhalnkaln halk daln kewaljibalnnya l.24  

Perlindungaln konsumen sendiri menurut Palsall 3 Undalng-Undalng Nomor 

8 Talhun 1999, bertujualn untuk : 

a. Meningkaltkaln kesaldalraln, kemalmpualn daln kemalndirialn konsumen untuk 

melindungi diri.  

b. Mengalngkalt halrkalt daln malrtalbalt konsumen dengaln calra l 

menghindalrkalnnyal dalri alkses negaltif pemalkalialn balralng daln/altalu jalsal.  

c. Meningkaltkaln pemberdalya laln konsumen dallm memilih, menentukaln, daln 

menuntut halk-halknyal sebalgali konsumen.  

d. Menciptalkaln sistem perlindungaln konsumen yalng mengalndung unsur 

kepalstialn hukum daln keterbukalaln informalsi sertal alkses untuk 

mendalpaltkaln informalsi.  

e. Menumbuhkaln kesaldalraln pelalku usalhal mengenali pentingnya l 

perlindungaln ini sehinggal tumbuh sikalp yalng jujur daln bertalnggungjalwalb 

dallalm berusalhal. 

f. Meningkaltkaln kuallitals balralng daln/ altalu jalsal yalng menjalmin kelalngsungaln 

usalhal produksi balralng daln/altalu jalsal, kesehaltaln, kenya lmalnaln, kealmalna ln 

daln keselalmaltaln konsumen. 

 Dallalm perlindungaln konsumen jugal terdalpalt alsals-alsals sebalgalimalna l 

tercalntum dallalm Palsall 2 Undalng-undalng Nomor 8 Talhun 1999, alntalral lalin: 

1. Alsals malnfalalt 

                                                                 
24 Janus Sidabolok, 2010,  Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, PT. Citra 

Aditya Bakti, hlm. 45.  
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Alsals ini mengalndung malknal balhwal peneralpaln Undalng-Undalng 

Perlindungaln Konsumen halrus memberikaln malnfalalt yalng sebesalr-

besalrnyal kepaldal kedual pihalk, konsumen daln pelalku usalhal. Sehinggal tidalk 

aldal saltu pihalk yalng kedudukalnnya l lebih tinggi dibalnding pihalk lalinnya l. 

Kedual belalh pihalk halrus memperoleh halk-halknyal. 

2. Alsals kealdilaln  

Peneralpaln alsals ini dalpalt dilihalt di Palsall 4 – 7 Undalng-Undalng 

Perlindungaln Konsumen yalng mengaltur mengenali halk daln kewaljibaln 

konsumen sertal pelalku usalhal. Dihalralpkaln melallui alsals ini konsumen daln 

pelalku usalhal dalpalt memperoleh halknya l daln menunalikaln kewaljibalnnya l 

secalral seimbalngaln.  

3. Alsals keseimbalngaln  

Melallui peneralpaln alsals ini, dihalralpkaln kepentingaln konsumen, pelalku 

usalhal sertal pemerintalh dalpalt terwujud secalral seimbalng, tidalk aldal pihalk 

ya lng lebih dilindungi.  

4. Alsals kealmalnaln daln keselalmaltaln konsumen  

Dihalralpkaln peneralpaln Undalng-Undalng Perlindungaln Konsumen alkaln 

memberikaln jalminaln altals kealmalnaln daln keselalmaltaln konsumen dallalm 

penggunalaln, pemalkalialn, daln pemalnfalaltaln balralng daln/altalu jalsal ya lng 

dikonsumsi altalu digunalkaln. 

5. Alsals kepalstialn hukum 
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Dimalksudkaln algalr balik konsumen daln pelalku usalhal mentalalti hukum daln 

memperoleh kealdilaln dallalm penyelenggalralaln perlindungaln konsumen, 

sertal negalral menjalmin kepalstialn hukum. 

Lalngkalh untuk meningkaltkaln malrtalbalt daln kesaldalraln konsumen halrus 

dialwalli dengaln upalyal untuk memalhalmi halk-halk pokok konsumen, ya lng dalpalt 

dijaldikaln sebalgali lalndalsaln perjualngaln untuk mewujutkaln halk-halk tersebut. 

Sebalgali pemalkali balralng/jalsal, konsumen memiliki sejumlalh halk daln kewaljibaln. 

Halk konsumen berdalsalrkaln Undalng-Undalng Perlindungaln Konsumen Palsall 4 

aldallalh sebalgali berikut:  

a. Halk altals kenya lmalnaln, kealmalnaln, daln keselalmaltaln dallalm mengkonsumsi 

balralng/jalsal. 

b. Halk untuk memilih daln mendalpaltkaln balralng/jalsal sesuali dengaln nilali tukalr 

daln kondisi sertal jalminaln yalng dijalnjikaln.  

c. Halk altals informalsi yalng benalr, jelals, daln jujur mengenali kondisi daln 

jalminaln balralng/jalsal.  

d. Halk untuk didengalr pendalpalt daln keluhalnnyal altals balralng/jalsal yalng 

digunalkaln.  

e. Halk untuk mendalpaltkaln aldvokalsi, perlindungaln, daln upalyal penyelesalialn 

sengketal perlindungaln konsumen secalral paltut.  

f. Halk untuk mendalpalt pembinalaln daln pendidikaln konsumen. 

g. Halk untuk diperlalkukaln altalu dilalyalni secalral benalr daln jujur sertal tidalk 

diskriminaltif.  
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h. Halk untuk mendalpaltkaln kompensalsi, galnti rugi, altalu penggalntialn, jika l 

balralng/jalsal ya lng diterimal tidalk sesuali dengaln perjalnjialn altalu tidalk 

sebalgalimalnal mestinya l.  

i. Halk-halk ya lng dialtur dallalm ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln 

lalinnyal. 

Halk-halk konsumen ya lng tersebut dialtals bergunal untuk melindungi 

kepentingaln konsumen, sebalgalimalnal tercalntum dallalm tujualn dalri perlindungaln 

konsumen ya litu mengalngkalt halrkalt hidup daln malrtalbalt konsumen. Sehinggal 

dihalralpkaln konsumen menya ldalri alkaln halk-halknyal daln pelalku usalhal dihalruskaln 

untuk memerhaltikaln alpal saljal perbualtaln-perbualtaln usalhal yalng dilalralng menurut 

Undalng-Undalng Perlindungaln Konsumen sehinggal tidalk aldal lalgi pelalnggalraln 

halk-halk konsumen. 

Setelalh mengetalhui halk-halk sebalgali seoralng konsumen, kuralng ralsalnyal jikal 

tidalk membalhals jugal tentalng kewaljibaln sebalgali seoralng konsumen. Kewaljibaln 

konsumen dialtur di dallalm palsall 5 Undalng-Undalng Perlindungaln Konsumen ya lng 

di dallalm palsall tersebut kewaljibaln konsumen aldallalh:  

1. Membalcal altalu mengikuti petunjuk informalsi daln prosedur pemalkalialn altalu 

pemalnfalaltaln balralng daln/altalu jalsal, demi kealmalnaln daln keselalmaltaln. 

2. Beritikald balik dallalm melalkukaln tralnsalksi pembelialn balralng daln/altalu jalsal. 

3. Membalya lr sesuali nilali tukalr yalng disepalkalti. 

4. Mengikuti upalya l penyelesalialn hukum sengketal perlindungaln konsumen 

secalral paltut. Ketikal diralsal aldal keluhaln terhaldalp balralng/jalsal yalng telalh 

didalpalt, konsumen perlu secepaltnyal menyelesalikaln malsallalh tersebut dengaln 

pelalku usalhal.  
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Dallalm hall ini kewaljibaln konsumen talk kallalh penting jikal dibalndingkaln 

dengaln halk konsumen, meskipun jikal di balndingkaln dengaln halk konsumen, tidalk 

balnya lk yalng dialtur di dallalm kewaljibaln konsumen nalmun, aldalkallalnyal hall-hall 

kecil ya lng menjaldi kewaljibaln sebalgali konsumen luput dalri perhaltialn ya lng paldal 

alkhirnya l berdalmpalk paldal tidalk berfungsinyal halk-halk kital sebalgali konsumen. 

Sebalgali konsumen, kitallalh ya lng halrus palling halti-halti salalt malsuk kedallalm proses 

membeli sualtu produk, dalri salalt memilih hinggal mutuskaln untuk membeli sertal 

paldal alkhirnya l menggunalkaln produk tersebut. 

Dengaln diundalngkalnnyal, Undalng-Undalng Nomor 8 Talhun 1999 tentalng 

Perlindungaln Konsumen, malkal dihalralpkaln alkaln dalpalt memberikaln pengalruh 

positif terhaldalp pelalku usalhal daln konsumen sekalligus. Balhwal perlindungaln 

konsumen sebenalrnyal tidalk halnyal bermalnfalalt balgi kepentingaln konsumen, tetalpi 

jugal balgi kepentingaln pelalku usalhal.25 

Perlindungaln konsumen dallalm hall sertifikalsi hallall jugal dialtur di Undalng-

undalng Nomor 33 Talhun 2014 Tentalng Jalminaln Produk Hallall (UUJPH) dimalnal 

dallalm ketentualn Palsall 1 alngkal 5, alngkal 10, daln alngkal 6 UUJPH menegalskaln 

produk ya lng malsuk, beredalr daln diperdalgalngkaln di wilalyalh Indonesial waljib 

bersertifikalsi hallall. Jaldi, paldal dalsalrnyal alpalbilal produk tersebut aldallalh hallall, 

malkal pelalku usalhal waljib melalkukaln sertifkalsi hallall ya lng malnal sertifikalt tersebut 

dikelualrkaln oleh BPJPH berdalsalrkaln faltwal hallall tertulis yalng dikelualrkaln oleh 

Maljelis Ulalmal Indonesial (MUI). 

                                                                 
25 Endang sri Wahyuni, 2003, Aspek Hukum Sertifikat dan Keterikatannya dengan 

Perlindungan Konsumen, Bandung : Citra Aditia, hlm.87 
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Untuk mengalwalsi produk malkalnaln tersebut, pemerintalh berwenalng 

melalkukaln pemeriksalaln dallalm hall terdalpalt dugalaln terjaldinya l pelalnggalraln 

hukum di bidalng palngaln dengaln calral:  

1. Memalsuki setialp tempalt ya lng didugal digunalkaln dallalm kegialtaln 

altalu proses produksi, penyimpalnaln, pengalngkutaln daln 

perdalgalngaln palngaln daln segallal sesualtu ya lng didugal digunalkaln 

dallalm kegialtaln produksi, penyimpalnaln, pengalngkutaln, daln/ 

altalu perdalgalngaln palngaln. 

2. Menghentikaln, memeriksal daln mencegalh setialp salralna l 

alngkutaln yalng didugal altalu paltut didugal digunalkaln dallalm 

pengalngkutaln palngaln sertal mengalmbil daln memeriksal contoh 

palngaln. 

3. Membukal daln meneliti setialp kemalsaln palngaln. 

4. Memeriksal setialp buku, dokumen altalu caltaltaln lalin ya lng diduga l 

memualt keteralngaln mengenali kegialtaln produksi, penyimpalnaln, 

pengalngkutaln daln/ altalu perdalgalngaln palngaln termalsuk 

menggalndalkaln altalu mengutip keteralngaln tersebut. 

5. Memerintalhkaln untuk memperlihaltkaln izin usalhal altalu dokumen 

lalin sejenis. 

 Upalyal pemerintalh dallalm hall perlindungaln hukum terhaldalp konsumen 

jugal terdalpalr dallalm Palsall 29 alya lt (1) UUPK ya lng menyebutkaln pemerintalh 

bertalnggungjalwalb altals pembinalaln penyelenggalralaln perlindungaln konsumen 

ya lng menjalmin diperolehnyal halk konsumen daln pelalku usalhal sertal 

dilalksalnalkalnnyal kewaljibaln konsumen daln pelalku usalhal. Selalin melalkukaln 
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pembinalaln pemerintalh jugal waljib menlalkukaln pengalwalsaln seperti terdalpalt 

dallalm Palsall 30 alyalt (1) yalng menjelalskaln pengalwalsaln terhaldalp penyelenggalralaln 

perlindungaln konsumen sertal peneralpaln ketentualn peralturaln perundalng-

undalngalnnyal diselenggalralkaln oleh pemerintalh, malsya lralkalt, daln lembalgal 

perlindungaln konsumen swaldalyal malsya lralkalt. 

 

2. Perlindungaln Hukum Konsumen ya lng bersifalt Represif  

 Perlindungaln hukum konsumen yalng bersifalt reprefis merupalkaln 

perlindungaln hukum dallalm bentuk kealdilaln, dimalnal hall ini dilalkukaln ketikal 

konsumen mendalpaltkaln kerugialn dalri perbualtaln pelalku usalhal.  

Berdalsalrkaln halk-halk konsumen yalng terdalpalt dallalm UUPK, sallalh saltu halk 

dalri konsumen aldallalh halk untuk memperoleh galnti kerugialn, halk galnti kerugialn 

ini dimalksudkaln untuk memulihkaln kealdalaln yalng telalh menjaldali rusalk (tidalk 

seimbalng) alkibalt aldalnyal penggunalaln balralng altalu jalsal ya lng tidalk memenuhi 

halralpaln konsumen. Untuk mereallisalsikaln halk ini tentu saljal halrus melallui 

prosedur tertentu, balik yalng diselesalikaln secalral dalmali (dilualr pengaldilaln) 

malupun ya lng diselesalikaln melallui pengaldilaln.26  

Sebalgali bentuk perlindungaln hukum konsumen, pelalku usalhal/ produsen 

waljib bertalnggungjalwalb alpalbilal menyebalbkaln kerugialn terhaldalp konsumen. 

Talnggungjalwalb ya lng di malksud aldallalh talnggungjalwalb berdalsalrkaln kelallalialn 

merupalkaln talnggungjalwalb ya lng bersifalt subjektif, yalitu sualtu talnggungjalwalb 

ya lng ditentukaln oleh pelalku produsen.27 

                                                                 
26 Ahmadi Miru, 2013, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, ctk. 

Ketiga, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 108 
27 Inosentius Samsul, 2004, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab 

Mutlak, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 46 
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Berdalsalrkaln teori ini, kelallalialn produsen ya lng beralkibalt paldal munculnya l 

kerugialn konsumen merupalkaln falktor penentu aldalnyal halk konsumen untuk 

mengjukaln gugaltaln galnti rugi kepaldal produsen, malnalkallal memenuhi syralt-syralt 

sebalgali berikut:28 

1. Sualtu tingkalh lalku ya lg menimbulkaln kerugialn, tidalk sesuali dengaln sikalp 

halti-halti ya lng normall. 

2. Halrus dibuktikaln balhwal tergugalt lallali dallalm kewaljibaln berhalti-halti terhaldalp 

penggugalt. 

3. Kelalkualn tersebut merupalkaln penyebalb nyaltal dalri kerugialn yalng timbul. 

 Dallalm Undalng-undalng Perlindungal konsumen, ketentualn ya lng 

mengisyalraltkaln aldalnyal talnggungjalwalb produk daln talnggungjalwalb profesionall 

dimualt dallalm Palsall 7 hinggal 17, 19, 23, daln 28.29 

 Ketentualn yalng lebih tegals terkalit dengaln talnggungjalwalb produk daln 

talnggungjalwalb profesionall terdalpalt dallalm Palsall 19 Undalng-undalng 

Perlindungaln Konsumen, menyebutkaln: 

1. Pelalku usalhal bertalnggungjalwalb memberikaln galnti rugi altals 

kerusalkaln, pencemalraln, daln/altalu kerugialn konsumen alkibalt 

mengkonsumsi balralng daln/altalu jalsal yalng dihalsilkaln 

diperdalgalngkaln. 

2. Galnti rugi sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) dalpalt berupa l 

pengemballialn ualng altalu penggalntialn balralng daln/altalu jalsal ya lng 

sejenis altalu setalral nilalinya l, altalu peralwaltaln kesehaltaln daln/altalu 

                                                                 
28 Ahmadi Miru, Op Cit, hlm. 148 
29 Pasal 7 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, sedangkan Pasal 8 hingga 17 mengatur 

tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. 
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pemberialn salntunaln yalng sesuali dengaln ketentualn peraltura ln 

perundalng-undalngaln ya lng berlalku. 

3. Pemberialn galnti rugi dilalksalnalkaln dallalm tenggalng walktu tujuh 

halri setelalh talnggall tralnsalksi. 

4. Pemberialn galnti rugi sebalgalimalnal dimalksud paldal alya lt (2) tidalk 

menghalpuskaln kemungkinaln aldalnyal tuntutaln pidalna l 

berdalsalrkaln pembuktialn lebih lalnjut mengenali aldalnyal unsur 

kesallalhaln. 

5. Ketentualn sebalgalimalnal dimalksud pdal alyalt (1) daln alya lt (2) 

tidalk berlalku alpalbilal pelalku usalhal dalpalt membuktikaln balhwa l 

kesallalhaln tersebut merupalkaln kesallalhaln konsumen.  

 Selalin itu terdalpalt jugal salnksi aldministraltif terhaldalp pelalku usalhal yalng 

menimbulkaln kerugialn altalu melalkukaln kecuralngaln terhaldalp konsumen ya lng 

dialtur dallalm Palsall 54 Undalng-undalng Nomor 7 Talhun 1996 tentalng Palngaln, 

berupal: 

1. Peringaltaln secalral tertulis. 

2. Lalralngaln mengedalrkaln untuk sementalral walktu 

daln/altalu perintalh untuk menalrik produk palngaln dalri 

peredalraln alpalbilal terdalpalt risiko tercemalrnya l 

palngaln altalu palngaln tidalk almaln balgi kesehaltaln 

malnusial. 

3. Pemusnalhaln palngaln jikal terbukti membalhalya lkaln 

kesehaltaln daln jiwal malnusial. 

4. Penghentialn produksi untuk sementalral walktu. 
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5. Pengenalaln dendal palling tinggi Rp50.000.000 (limal 

puluh jutal rupialh). 

6. Pencalbutaln izin produksi altalu izin usalhal. 

 Berdalsalrkaln penjelalsaln dialtals, teori perlindungaln konsumen digunalkaln 

untuk menjalwalb permalsallalhaln balgalimalnal bentuk perlindungaln konsumen 

terhaldalp produk malkalnaln yalng tidalk bersertifikalt hallall. 

 

3. Alpplie Theory 

Alpplied theory dallalm penelitialn ini aldallalh teori kepalstialn hukum, menurut 

Kelsen, hukum aldallalh sebualh sistem normal. Normal aldallalh pernyaltalaln ya lng 

menekalnkaln alspek “sehalrusnyal” altalu dals sollen, dengaln menyertalkaln 

beberalpal peralturaln tentalng alpal yalng halrus dilalkukaln. Normal-normal aldallalh 

produk daln alksi malnusial yalng deliberaltif. Undalng-undalng yalng berisi alturaln-

alturaln ya lng bersifalt umum menjaldi pedomaln balgi individu bertingkalh lalku 

dallalm bermalsya lralkalt, balik dallalm hubungaln dengaln sesalmal individu malupun 

dallalm hubungalnnyal dengaln malsyalralkalt. Alturaln-alturaln itu menjaldi baltalsaln 

balgi malsya lralkalt dallalm membebalni altalu melalkukaln tindalkaln terhaldalp 

individu. Aldalnya l alturaln itu daln pelalksalnalaln alturaln tersebut menimbulkaln 

kepalstialn hukum.30  

Menurut Gustalv Raldbruch, hukum halrus mengalndung 3 (tigal) nilali 

identitals, yalitu alsals kepalstialn hukum (rechtmaltigheid), alsals kealdilaln hukum 

(gerectigheit), daln alsals kemalnfalaltaln hukum (zwechma ltigheid).31  

                                                                 
30 Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum,  

Jakarta : Kencana, hlm. 158.  
31 Gustav Radbruch, dikutip dalam: Ibid. 
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Tujualn hukum yalng mendekalti reallistis aldallalh kepalstialn hukum daln 

kemalnfalaltaln hukum. Kalum Positivisme lebih menekalnkaln paldal kepalstialn 

hukum, sedalngkaln kalum fungsionallis mengutalmalkaln kemalnfalaltaln hukum, daln 

sekiralnyal dalpalt dikemukalkaln balhwal “summum ius, summal injurial, summal lex, 

summal crux”, yalng alrtinyal aldallalh hukum yalng kerals dalpalt melukali, kecualli 

kealdilaln yalng dalpalt menolongnya l, dengaln demikialn kendaltipun kealdilaln 

bukaln merupalkaln tujualn hukum saltu-saltunya l alkaln tetalpi tujualn hukum palling 

substalntif aldallalh kealdilaln.32  

Menurut Utrecht, kepalstialn hukum mengalndung dual pengertialn, yalitu 

pertalmal, aldalnyal alturaln ya lng bersifalt umum membualt individu mengetalhui 

perbualtaln alpal ya lng boleh altalu tidalk boleh dilalkukaln, daln kedual, berupa l 

kealmalnaln hukum balgi individu dalri kesewenalngaln pemerintalh kalrenal dengaln 

aldalnyal alturaln yalng bersifalt umum itu individu dalpalt mengetalhui alpal saljal ya lng 

boleh dibebalnkaln altalu dilalkukaln oleh negalral terhaldalp individu.33 Aljalraln 

kepalstialn hukum ini beralsall dalri aljalraln yuridis-dogmaltik yalng didalsalrkaln palda l 

alliraln pemikiraln positivistis di dunial hukum, ya lng cenderung melihalt hukum 

sebalgali sesualtu ya lng otonom, yalng malndiri, kalrenal balgi pengalnut pemikiraln 

ini, hukum talk lalin halnyal kumpulaln alturaln.  

Balgi pengalnut alliraln ini, tujualn hukum tidalk lalin dalri sekedalr menjalmin 

terwujudnyal kepalstialn hukum. Kepalstialn hukum itu diwujudkaln oleh hukum 

dengaln sifaltnyal ya lng halnya l membualt sualtu alturaln hukum yalng bersifalt umum. 

Sifalt umum dalri alturaln-alturaln hukum membuktikaln balhwal hukum tidalk 

                                                                 
32 Dominikus Rato, 2010, Filsafat  Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum, 

Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.  
33  Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, 

Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 23.  
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bertujualn untuk mewujudkaln kealdilaln altalu kemalnfalaltaln, melalinkaln semaltal-

maltal untuk kepalstialn.34 

Teori kepalstialn hukum digunalkaln untuk mengalnallisis daln menjalwalb 

rumusaln malsallalh mengenali peraln pemerintalh dallalm proses sertifikalsi hallall 

altals produk malkalnaln kemalsaln sebalgali upalyal perlindungaln hukum terhaldalp 

konsumen. 

  

F. Kerangka Konseptual 

Keralngkal konseptuall merupalkaln uralialn tentalng konsep-konsep dallalm 

penelitialn, menggalmbalrkaln hubungaln alntalral konsep-konsep khusus yalng alkaln 

diteliti. Konsep bukaln merupalkaln gejallal altalu falktal ya lng alkaln diteliti 

melalinkaln albstralksi dalri gejallal altalu falktal tersebut.35 Untuk menghindalri 

kesallalhaln persepsi, malkal perlu diberikaln definisi konseptul dallalm tesis ini, 

sebalgali berikut: 

1. Hallall aldallalh sesualtu yalng dibolehkaln. 

2. Produk aldallalh balralng daln/ altalu jalsal ya lng terkalit dengaln malkalnaln, 

minumaln, obalt, kosmetik, produk kimialwi, produk biologi, produk 

rekalyalsal genetikal, sertal balralng gunalaln ya lng dipalkali, digunalkaln, altalu 

dimalnfalaltkaln oleh malsyalralkalt.36 

                                                                 
34 Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta : 

Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.  
35 Soetandyo Wignjosobroto, 2002, Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-

Masalahnya, Jakarta : Huma, hlm. 26.  
36 Pasal 1 angka 1 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 
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3. Produk Hallall aldallalh produk yalng telalh dinyaltalkaln hallall sesuali dengaln 

syalrialt islalm.37 

4. Jalminaln Produk Hallall (JPH) aldallalh kepalstialn hukum terhaldalp kehallalla ln 

sualtu produk ya lng dibuktikaln dengaln sertifikalt hallall.38 

5. Baldaln Penyelenggalral Jalminaln Produk Hallalm (BPJPH) aldallalh balfaln ya lng 

dibentuk oleh pemerintalh untuk menyelenggalralkaln JPH.39 

6. Sertifikalt Hallall aldallalh pengalkualn kehallallaln sualtu produk yalng dikelualrkn 

oleh BPJPH berdalsalrkaln faltwal hallall tertulis ya lng dikelualrkaln oleh MUI.40 

7. Lalbel Hallall aldallalh talndal kehallallaln sualtu produk.41 

8. Perlindungaln konsumen aldallalh segallal upalya l ya lng menjalmin aldalnyal 

kepalstialn hukum untuk memberi perlindungaln kepaldal konsumen.42 

9. Konsumen aldallalh setialp oralng pemalkali balralng daln/altalu jalsal yalng tersedia l 

dallalm malsya lralkalt, balik balgi kepentingaln diri sendiri, kelualrgal, oralng lalin, 

malupun malkhluk hidup lalin daln tidalk untuk diperdalgalngkaln.43 

10. Pelalku usalhal aldallalh setialp oralng perseoralngaln altalu baldaln usalhal, balik 

ya lng berbentuk baldaln hukum malupun bukaln baldaln hukum yalng didirikaln 

daln berkedudukaln altalu melalkukaln kegialtaln dallalm wilalyalh hukum negalra l 

                                                                 
37 Pasal 1 angka 2 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 
38 Pasal 1 angka 5 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 
39 Pasal 1 angka 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang  Jaminan Produk Halal. 
40 Pasal 1 angka 10 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 
41 Pasal 1 angka 11 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 
42 Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821). 
43 Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821). 
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Republik Indonesial, balik sendiri malupun bersalmal-salmal melallui perjalnjialn 

menyelenggalralkaln kegialtal usalhal dallalm berbalgali bidalng ekonomi.44 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitialn ini menggunalkaln metode penelitialn sebalgali berikut: 

1. Jenis Penelitialn 

Jenis penelitialn ini aldallalh penelitialn hukum normaltif, yalng malnal 

konstruksi produk penelitialn hukum normaltif yalng digunalkaln aldallalh kegialtaln 

ilmialh untuk menemukaln alturaln hukum, prinsip-prinsip hukum, sertal doktrin-

doktrin hukum, dengaln menggunalkaln metode hukum normaltif dallalm 

menjalwalb isu hukum ya lng diteliti.45 Dengaln demikialn, kegialtaln ilmialh 

normaltif dalpalt memberikaln jalwalbaln secalral holistik46 daln sistemaltis terkalit 

dengaln isu hukum yalng diteliti.47 Oleh kalrenal itu, penelitialn ini merupalkaln 

penelitialn yalng menggalmbalrkaln, menjelalskaln, mengalnallisis kepalstialn alsals 

hukum terkalit dengaln sertifikalsi hallall altals produk malkalnaln sebalgali upalya l 

perlindungaln hukum terhaldalp konsumen.  

2. Pendekaltaln Penelitialn 

Beberalpal pendekaltaln yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini alntalral lalin: 

a. Pendekaltaln Perundalngaln (Staltute Alpproalch) 

                                                                 
44 Pasal 1 angka 3 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821). 
45 Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang : 

Bayumedia, hlm. 47.  
46 Pengertian holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan 

konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada 

bagian-bagian yang membentuknyaLihat :Husain Heriyanto, 2003, Paradigma Holistik; “Dialog 

Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead”, Jakarta : Teraju, hlm. 45.  
47 Ibid.  
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Pendekaltaln perundalng-undalngaln dilalkukaln untuk meneliti alturaln-alturaln 

hukum yalng menjaldi fokus penelitialn,  untuk memperoleh deskripsi alnallisis 

peralturaln hukum dengaln menelalalh semual undalng-undalng daln regulalsi ya lng 

bersalngkut palut dengaln sertifikalsi hallall altals produk malkalnaln sebalgali upalya l 

perlindungaln hukum terhaldalp konsumen. Pendekaltaln perundalng-undalngaln 

membukal kesempaltaln balgi peneliti untuk mempelaljalri aldalkalh konsistensi daln 

kesesualialn alntalral sualtu undalng-undalng dengaln undalng-undalng lalinnya l altalu 

alntalral undalng-undalng daln Undalng-Undalng Dalsalr altalu alntalral regulalsi daln 

undalng-undalng.48 

b. Pendekaltaln Konseptuall (Conceptuall Alpproalch) 

Pendekaltaln konseptuall beralnjalk dalri palndalngaln-palndalngaln daln doktrin-

doktrin yalng berkembalng di dallalm ilmu hukum. Dengaln mempelaljalri 

palndalngaln daln doktrin dallalm ilmu hukum, peneliti alkaln menemukaln ide-ide 

ya lng melalhirkaln pengertialn-pengertialn hukum, konsepkonsep hukum, daln 

alsals-alsals hukum ya lng relevaln dengaln isu ya lng dihaldalpi. Pemalhalmaln alkaln 

palndalngaln daln doktrin tersebut merupalkaln salndalraln untuk membalngun 

alrgumentalsi hukum dallalm memecalhkaln isu yalng dihaldalpi.49 Pendekaltaln 

konseptuall digunalkaln untuk memalhalmi palndalngaln-palndalngaln daln doktrin-

doktrin yalng aldal hubungalnnya l dengaln sertifikalsi hallall altals produk malkalnaln 

sebalgali upalya l perlindungaln hukum terhaldalp konsumen. 

c. Pendekaltaln Perbalndingaln (Compalraltive Alpproalch) 

Pendekaltaln perbalndingaln dilalkukaln untuk melihalt perbalndingaln alntalral 

                                                                 
48 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media 

Group,  hlm. 93.  
49 Ibid., hlm. 95. 



 

 

33 

saltu alturaln hukum dengaln alturaln hukum ya lng lalin50, sehinggal dalpalt diketalhui 

balik persalmalaln malupun perbedalalnnya l yalng alkaln salngalt membalntu dallalm 

proses alnallisi sertifikalsi hallall altals produk malkalnaln sebalgali upalya l 

perlindungaln hukum terhaldalp konsumen. 

3. Jenis daln Balhaln Sumber Hukum 

Jenis daln sumber balhaln hukum diperoleh dalri daltal sekunder. Dalta l 

sekunder yalitu daltal ya lng diperoleh dalri altalu beralsall dalri balhaln kepustalkalaln.51 

Untuk memecalhkaln isu hukum secalral preskriptif, malkal diperlukaln sumber-

sumber hukum penelitialn yalng dalpalt dibedalkaln menjaldi balhaln hukum primer, 

balhaln hukum sekunder, daln balhaln hukum tersier.52 

a. Balhaln hukum primer (balhaln-balhaln hukum ya lng mengikalt), ya litu: 

1) Normal dalsalr altalu kalidalh dalsalr, yalitu Palncalsilal; 

2) Peralturaln dalsalr, yalitu Undalng-Undalng Dalsalr Negalral Republik 

Indonesial Talhun 1945 (UUD NRI 1945); 

3) Peralturaln perundalng-undalngaln, yalitu: 

a) Kitalb Undalng-undalng Hukum Perdaltal (KUHPerdaltal); 

                                                                 
50 P. Joko Subagyo, 2006, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta : Rineka 

Cipta, hlm. 96.  
51 Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang 

sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada 

dokumendokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, 

2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 122.   
52 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya 

mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi 

atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum 

sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, 

dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.Disamping sumber-sumber penelitian yang 

berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan 

bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, 

Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan 

jurnaljurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan 

bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna 

sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 143-144.  
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b) Undalng-undalng Nomor 8 Talhun 1999 tentalng Perlindungaln 

Konsumen; 

c) Undalng-undalng Nomor 18 Talhun 2012 tentalng palngaln; 

d) Undalng-undalng Nomor 33 Talhun 2014 tentalng Jalminaln 

Produk Hallall; 

e) Peralturaln Pemerintaln Nomor 69 Talhun 1999 tentalng Lalbel 

daln Iklaln Palngaln; 

f) Peralturaln pelalksalnal/ operalsionall lalinnyal. 

b. Balhaln hukum sekunder, ya litu balhaln hukum yalng digunalkaln untuk 

memberi penjelalsaln ya lng berhubungaln dengaln balhaln primer, alntalral lalin kalrya l 

ilmialh daln literaltur-literaltur tertulis oleh palral alhli yalng aldal relevalnsinya l 

dengaln isu hukum dallalm penelitialn ini.  

c. Balhaln hukum tersier, ya litu balhaln yalng memberikaln petunjuk daln 

penjelalsaln terhaldalp balhaln primer daln sekunder, alntalral lalin kalmus, 

ensiklopedial, daln sebalgalinya l ya lng yalng aldal relevalnsinya l dengaln isu hukum 

dallalm penelitialn ini algalr diperoleh informalsi terbalru, relevaln daln mutalkhir.53 

4. Teknik Pengumpulaln daln Pengolalhaln Balhaln Hukum 

a. Teknik Pengumpulaln Balhaln Hukum 

Teknik pengumpulaln balhaln-balhaln hukum diperoleh melallui studi 

kepustalkalaln54 terhaldalp balhaln-balhaln hukum ya litu balhaln hukum primer, balhaln 

                                                                 
53 Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hlm.144. 
54 Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan 

terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada 
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skunder, malupun balhaln hukum tersier untuk kemudialn dihimpun, dialnallisal, 

daln dilalkukaln klalsifikalsi.  

b. Teknik Pengolalhaln Balhaln Hukum 

Terhaldalp daltal sekunder, balhaln-balhaln hukum diolalh dengaln melalkukaln 

inventalrisalsi daln sistemaltisalsi55 terhaldalp peralturaln perundalng-undalngaln yalng 

aldal relevalnsinyal dengaln sertifikalsi hallall altals produk malkalnaln kemalsaln 

sebalgali upalya l perlindungaln hukum terhaldalp konsumen. Setelalh memperoleh 

balhaln-balhaln hukum dalri studi kepustalkalaln, malkal dilalkukaln pengolalhaln 

balhaln-balhaln hukum ya lng didalpaltkaln dengaln calral mengaldalkaln sistemisalsi 

terhaldalp balhaln-balhaln hukum tertulis.  

5. Teknik Alnallisis Balhaln Hukum 

Alnallisis balhaln hukum dallalm penelitialn ini menggunalkaln alnallisis 

kuallitaltif, yalitu dengaln calral memalpalrkaln daln menguralikaln balhaln penelitialn 

secalral bermutu dallalm bentuk kallimalt yalng teraltur, runtun, daln tidalk tumpalng 

tindih sertal efektif sehinggal mempermudalh pemalhalmaln daln interprestalsi 

balhaln penelitialn.56 Alnallisis kuallitaltif digunalkaln untuk mengalnallisis sertifikalsi 

hallall altals produk malkalnaln kemalsaln sebalgali upalya l perlindungaln hukum 

terhaldalp konsumen, untuk kemudialn disistemaltisalsi (termalsuk interpretalsi), 

mengalnallisal, sertal menilali balhaln penelitialn balik dalri segi substalnsi malupun 

                                                                                                                                                                              
hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat : M. Nazir, 2003, Metode Penelitian, 

Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.  
55 Systematizing yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan 

urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, hlm. 147.  
56 Ibid., hlm. 127. 
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relevalnsi substalnsinyal.57  

6. Teknik Penalrikaln Kesimpulaln 

Teknik penalrikaln kesimpulaln dallalm tesis ini menggunalkaln logikal berpikir 

deduktif yalitu calral berpikir dimalnal dalri pernyaltalaln bersifalt umum ditalrik 

kesimpulaln bersifalt khusus.58 Dallalm penalrikaln kesimpulaln dengaln logikal 

berpikir deduktif ditemukaln penallalraln hukum ya lng berlalku secalral umum. 

Proses yalng terjaldi dallalm deduksi aldallalh konkritisalsi (hukum), daln norma l 

hukum yalng dirumuskaln secalral umum dallalm alturaln-alturaln hukum positif, 

kemudialn dijalbalrkaln daln diteralpkaln gunal penyelesalialn persoallaln hukum yalng 

dihaldalpi sehinggal diperoleh kesimpulaln sebalgali jalwalbaln altals permalsallalhaln 

hukum.59 

 

H. Sistematika Penulisan 

Malteri paldal tesis ini dikelompokkaln menjaldi beberalpal balb, ya litu: 

1. BAlB I PENDAlHULUAlN: Balb ini berisi tentalng laltalr belalkalng, rumusaln 

malsallalh, tujualn daln malnfalalt penelitialn, keralngkal teori, definisi 

konseptualn, metode penelitialn, daln sistemaltikal penulisaln. 

2. BAlB II TINJAlUAlN PUSTAlKAl: Balb ini berisi tinjalualn pustalkal daln 

kaljialn teoritik tentalng pelalku usalhal daln konsumen, perlindungaln 

konsumen, daln sertifikalsi hallall. 

                                                                 
57 Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian 

bersifat evaluatif analisis, dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai 

tujuan dari penelitian ini.  
58 Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 8.  
59 Bambang Sunggono, Op. Cit., hlm. 120.  
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3. BAlB III PEMBAlHAlSAlN: Balb ini berisikaln pembalhsaln rumusaln malsallalh 

mengalnali bentuk perlindungaln hukum balgi konsumen muslim terhaldalp 

produk malkalnaln yalng tidalk bersertifikalsi hallall, talnggung jalwalb pelalku 

usalhal daln alkibalt hukumnyal, sertal peraln pemerintalh dallalm melalkukaln 

pengalwalsaln terhaldalp beredalrnyal produk malkalnaln yalng tidalk bersertifika lt 

hallall. 

4. BAlB IV PENUTUP: Balb ini berisi kesimpulaln daln salraln dalri halsil 

pembalhalsaln rumusaln malsallalh. 
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